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PUTUSAN
Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Mmk
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Cerai Talak antara:
XXX sebagai Pemohon;
melawan

XXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 30 Mei 2023 telah
mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan

Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Mmk pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai

berikut:

1. Bahwapadatanggal XXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama (KUA) XXX;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah kediaman bersama di XXX selama 1 Tahun 6 Bulan dan belum di
karuniai anak;

3. Bahwa kurang lebih sejak Awal Tahun 2020 kehidupan rumah tangga
antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus
dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan

antara lain;
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a. Selingkuh Dengan Orang Lain;

b. Tidak Patuh Kepada Suami;
Sudah tidak ada kecocokan lagi;

d. Sudah sepakat antara Pemohon dan Termohon tidak
mempertahankan rumah tangga;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Awal Oktober 2020
Pergi Tanpa Pamit, disebabkan karena saat itu Pemohon Mengetahui
Termohon Selingkuh Dengan Orang Lain dan terjadi pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon yang akibatnya antara Pemohon dengan
Termohon Pisah Rumah. yang meninggalkan tempat kediaman bersama
adalah Termohon di XXX);

5. Bahwapihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak
berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena
Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan
kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
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Subsider:

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/ kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor
93Pdt.G/2022/PA.Mmk yang dibacakan di persidangan, Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sebagai
pihak yang hadir di persidangan dan atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon
menyatakan mencabut permohonannya serta selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan
mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak
melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, sebagaimana
ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut
permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk
mencabut permohonannya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan
selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
93/Pdt.G/2023/PA.Mmk dari Pemohon;
2.  Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3.  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp795.000,00 (Tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 25 Dzulgaidah 1444 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I.
sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hariitu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Rita
Amin, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:
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1. Biaya Pendaftaran ‘Rp30.000,00
2. Biaya Proses ‘Rp75.000,00
3. Biaya PNBP :‘Rp40.000,00
4, Biaya Panggilan ‘Rp265.000,00
5. Biaya Pemberitahuan :‘Rp365.000,00
6. Biaya Redaksi ‘Rp10.000,00
7. Biaya Materai ‘Rp10.000,00
Jumlah ‘Rp795.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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